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Progress of education services by Indonesian government is conducted along with 

decentralization. Responsibility and authority are faced to the low of capacity of 

district/regency government as the basis of decentralization reveals concern of 

inefficiency of education services. Purpose of the research is to analyze efficiency 

level 35 of 37 SMPN in Padang and its potential improvement. Efficiency 

analysis in the research uses method of Data Envelopment Analysis (DEA) 

approach with 4 assumed models Variable Return to Scale (VRS) and output 

oriented. Model 1 consists of ratio input of students-teachers, teacher experiences 

and ratio of students-class, whereas the output is the average score of UN of 

Indonesian, English, mathematics, and Natural Sciences. The next three models 

are the extent of model 1 to examine the added variable contribution. Model 2 by 

adding education input of parents-students. Model 3 is to examine extra learning 

contribution to the efficiency of school. Model 4 is to examine education 

contribution of students’ parents and extra learning simultaneously. The research 

finds that both variables contribute to the progress of school efficiency. 

Contribution of both variables simultaneously is higher than partially and 

contribution of education variable of students’ parents is higher than extra 

learning. Further, the four models is conducted Pastor et.al test and sensitivity test 

to choose the best model in order to calculate potential improvement . The result 

shows that model 4 is the best. The average of efficiency level is 97.25 percent in 

model 4. Potential improvement of SMPN which is inefficient gives initial 

indication with the amount of policy implication. The highest potential 

improvement of extra learning implicates the need to increase quality and 

competence of teacher that gives extra learning. It is followed by ration potential 

improvement  of students-class which emphasizes the importance of policy 

decreases ratio of students-class through increasing new classes. Ratio potential 



improvement of students-teachers should decreasing ratio of students-teachers 

with initial policy is to analyze teacher workload, and also potential improvement  

of teacher experiences requires optimum policy of experienced teachers through 

the increase of learning process quality. Students’ parents condition shows that it 

requires improvement of scholarship allocation mechanism which priority to 

SMPN students of inefficient of low social-economy status. Potential of output 

progress, efficiency progress achieve by giving concern priority to the learning of 

field of study, respectively is mathematics, Natural Sciences, Indonesian and 

English. The calculation result of potential improvement  finds some reference 

schools of inefficient SMPN, SMPN 8 is the most reference school.  
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Peningkatan layanan pendidikan oleh pemerintah Indonesia dilaksanakan seiring 

dengan pelaksanaan desentralisasi, Tanggungjawab dan wewenang yang besar 

berhadapan dengan rendahnya kapasitas pemerintah kabupaten/kota sebagai titik 

tumpu desentralisasi memunculkan kekhawatiran terjadinya ketidakefisienan 

dalam layanan pendidikan Studi ini bertujuan menganalisis tingkat efisiensi 35 

dari 37 SMPN di Kota Padang dan potensi peningkatannya. Analisis efisiensi 

dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Data Envelopment 

Analysis (DEA) dengan 4 model berasumsi Variable Return to Scale (VRS) dan 

berorientasi output.  Model 1 terdiri dari input rasio siswa-guru, pengalaman guru 

dan rasio siswa-kelas, sedangkan outputnya adalah nilai rata-rata UN bahasa 

Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Tiga model berikutnya merupa-

kan perluasan dari model 1 untuk menguji kontribusi variabel yang ditambahkan. 

Model 2 dengan menambahkan input pendidikan orangtua siswa. Model 3 

menguji kontribusi belajar tambahan terhadap efisiensi sekolah. Model 4 menguji 

kontribusi pendidikan orangtua siswa dan belajar tambahan secara bersamaan. 

Studi inimenemukan bahwa kedua variabel berkontribusi terhadap peningkatan 

efisiensi sekolah. Kontribusi kedua variabel secara bersamaan lebih besar daripada 

secara parsial dan variabel pendidikan orangtua siswa berkontribusi lebih besar 

daripada belajar tambahan. Selanjutnya, keempat model dilakukan uji Pastor et.al 

dan uji sensitivitas untuk memilih model terbaik guna menghitung potensi 

peningkatan. Hasilnya menunjukkan bahwa model 4 merupakan model terbaik. 

Pada model 4 diperoleh rata-rata tingkat efisiensi sebesar 97,25 persen. Potensi 

peningkatan SMPN yang tidak efisien memberikan indikasi awal dengan sejumlah 

implikasi kebijakan. Potensi peningkatan terbesar pada belajar tambahan 

mengimplikasikan perlunya  meningkatkan kualitas dan kompetensi guru yang 

memberikan pelajaran tambahan. Diikuti oleh potensi peningkatan rasio siwa-

kelas yang menegaskan pentingnya kebijakan menurunkan rasio siswa-kelas 

melalui penambahan ruang kelas baru. Potensi peningkatan rasio siswa-guru 

mengharuskan penurunan rasio siswa-guru dengan kebijakan awal yaitu 

menganalisis beban kerja guru, serta potensi peningkatan pengalaman guru 

menghendaki kebijakan optimalisasi guru berpengalaman melalui peningkatan 

kualitas proses pembelajaran. Pada kondisi orangtua siswa menunjukkan perlunya 

perbaikan mekanisme alokasi beasiswa yang dipriorioritaskan bagi siswa SMPN 

yang tidak efisien yang memiliki status sosial-ekonomi relatif rendah. Pada 

potensi peningkatan output, peningkatan efisiensi dapat dicapai dengan prioritas 

perhatian pada pembelajaran bidang studi, secara berturut-turut yaitu matematika, 

IPA, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hasil penghitungan potensi 



peningkatan menghasilkan sejumlah sekolah referensi bagi SMPN yang tidak 

efisien, SMPN 8 merupakan sekolah yang paling banyak menjadi referensi. 
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persen pada APBN/APBD. Cakupan pendidikan dasar telah diperluas pula dari 

dari 6 tahun menjadi 9 tahun. 

Peningkatan layanan pendidikan mulai diimplementasikan bersamaan 

dengan pelaksanaan desentralisasi yang efektif sejak 2001. Pemerintah kabupaten/ 

kota merupakan titik tumpu atau ujung tombak pelaksanaan desentralisasi. Sejak 

itu pula, penyelenggaraan pendidikan dilimpahkan dan menjadi kewenangan 

pemerintah kota/kabupaten.  

Proses desentralisasi Indonesia menempuh pendekatan big bang (Hofman 

dan Kaiser, 2004; Mudradjad Kuncoro, 2004; White dan Smoke, 2005; Ahmad 

Erani Yustika, 2006). Proses desentralisasi dilakukan secara drastis dan diimple-

mentasikan secara cepat. Pendekatan ini memunculkan kekhawatiran terjadinya 

ketidakefisienan dalam penyediaan barang publik, termasuk pendidikan dasar. 

Kekhawatiran ini disebabkan oleh besarnya kewenangan dan tanggungjawab yang 

dilimpahkan sedangkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota belum memadai 

(Sudarno Sumarto et.al, 2004; Indra Bastian, 2008).  

Persoalan efisiensi layanan pendidikan oleh sektor publik telah banyak 

mengundang perhatian peneliti, akademisi dan para pakar. Temuan empiris mem-

buktikan bahwa peningkatan layanan pendidikan melalui pengeluaran pemerintah 

yang lebih tinggi, cenderung berhubungan negatif dengan efisiensi (Hauner dan 

Kyobe, 2008; Herrera dan Pang 2008). Begitupula studi Borge dan Naper (2009) 

menemukan korelasi yang tidak kuat dan sistematis bahkan berkorelasi negatif 

antara penggunaan sumberdaya sekolah dengan kinerja siswa. 



 

3

Realitas pelaksanaan desentralisasi memperlihatkan semakin pentingnya 

isu efisiensi layanan pendidikan dasar. Pertama, prinsip dan rasionalitas ekonomi 

dari desentralisasi menyatakan bahwa tujuan desentralisasi adalah memenuhi 

pelayanan publik berdasarkan prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi sebagai 

rasionalitas ekonomi seringkali dikesampingkan dibandingkan rasionalitas sosial 

dan politik. Rasionalitas sosial untuk memberi ruang bagi partisipasi lokal yang 

lebih besar dan rasionalitas politik untuk meredakan kecemburuan atau gejolak 

daerah.  

Kedua, motif politis yang sangat kuat dalam meningkatkan layanan 

pendidikan dapat mengabaikan prinsip efisiensi. Selama desentralisasi terjadi 

kecenderungan menguatnya komitmen politik kepala daerah untuk peningkatan 

layanan pendidikan. Komitmen ini dapat terlihat dari janji politik berupa 

‘pendidikan gratis’ saat kampanye pemilihan kepala daerah langsung. 

Perspektif Niskanen dapat digunakan untuk memahami terpinggirkannya 

prinsip efisiensi sebagai rasionalitas ekonomi dibandingkan rasionalitas sosial dan 

politik. Niskanen dalam Hyman (2005) dan Waldo (2001) menjelaskan perilaku 

birokrasi, bahwa birokrat tidak memproduksi barang publik pada biaya minimum. 

Birokrasi cenderung menggunakan sumberdaya untuk meningkatkan utilitasnya 

sendiri daripada utilitas publik. Utilitas birokrasi mencakup ukuran organisasi, 

gaji, dan kekuasaan lebih dipentingkan daripada tujuan efisiensi dan maksimisasi 

manfaat publik.  

Ketiga, fakta menunjukkan ketimpangan tinggi dalam layanan pendidikan  

antardaerah, baik antarpropinsi maupun antarkabupaten/kota. Indikator tingkat 
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daftaran neto pada pendidikan dasar memperlihatkan bahwa.secara nasional 

angkanya sekitar 85 persen. Variasinya berkisar dari kabupaten/kota yang 

terendah sebesar 58 hingga tertinggi sebesar 97,5 persen (The World Bank, 2007). 

Untuk itu, dibutuhkan efisiensi dalam alokasi sumberdaya yang memfasiltasi 

tercapainya pemerataan (equity) layanan pendidikan. Pemerataan layanan pendi-

dikan merupakan tujuan pembangunan pendidikan yang telah digariskan dalam 

Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.  

Analisis efisiensi layanan pendidikan dasar yaitu jenjang Sekolah Dasar 

(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) oleh pemerintah kabupaten/kota 

menjadi sangat berguna. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 menyatakan 

bahwa pemerintah kabupaten/kota merupakan penanggungjawab utama dalam 

penyediaan sumberdaya bagi pendidikan dasar. Analisis efisiensi menjadi lebih 

implementatif apabila menggunakan data persekolahan.  

Dalam konteks analisis layanan pendidikan dasar tersebut, peneliti 

memilih Kota Padang sebagai daerah penelitian. Kota Padang memiliki komitmen 

yang tinggi meningkatkan layanan pendidikan. Pemerintah kota telah 

mencanangkan Kota Padang sebagai kota pendidikan. Komitmen ini tampak pula 

dari dukungan anggaran. Pada tahun 2009 anggaran pendidikan dalam APBD 

mencapai Rp 446,751 miliar atau meningkat sebesar 18,3 persen dari tahun 2008 

sebesar Rp. 378,168 miliar.  

Peningkatan layanan pendidikan dasar dilakukan dengan sejumlah 

program. Dari total anggaran 2009, sebesar 8,79 persen atau Rp. 39,303 miliar 

digunakan untuk belanja langsung. Diantaranya, program perbaikan 72 ruang 
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kelas rusak ringan 33 ruang kelas rusak berat yang menyerap anggaran Rp. 3,45 

miliar. Untuk mencegah putus sekolah diantara siswa keluarga miskin, telah 

dilaksanakan program beasiswa bagi 2.397 siswa miskin dengan anggaran Rp. 

719,1 juta (padang-today.com, 2009). Peningkatan anggaran yang signifikan dan 

alokasi penggunaannya menunjukkan semakin pentingnya perhatian terhadap isu 

efisiensi layanan pendidikan di Kota Padang.  

Analisis efisiensi layanan pendidikan dasar bagi Kota Padang terutama 

ditujukan pada jenjang SMPN. Dipilihnya SMPN sebagai unit analisis didasarkan 

pada pertimbangan yaitu : pertama, komitmen bersama (MoU) antara pemerintah 

pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat 

dalam penuntasan 4 (empat) prioritas pembangunan pendidikan 2007-2009 di 

Sumatera Barat. Komitmen ini dilatarbelakangi oleh keberhasilan menuntaskan 

wajib belajar 6 (enam) tahun. Oleh karena itu, prioritas pertama yaitu penuntasan 

wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun melalui peningkatan pembangunan Unit 

Sekolah Baru (USB) dan pembangunan ruang kelas baru SMP Negeri.  

Kedua, kewenangan dan penentuan kebijakan pada SMPN berada pada 

pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pendidikan. Hal ini berbeda dengan SMP 

swasta, penentu kebijakan ditentukan oleh pimpinan dan pengurus yayasan yang 

menaunginya. Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) hirarki kebijakannya 

berada pada Kantor Wilayah Kementerian Agama  

Ketiga, data faktual tentang sumberdaya persekolahan turut mendukung 

untuk dilakukannya analisis efisiensi SMPN di Kota Padang. Kota Padang 

memiliki jumlah SMP terbanyak. SMPN di Kota Padang menyerap sumberdaya 
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terbesar dalam jumlah siswa, jumlah guru, dan ruang kelas. Padahal jumlah 

SMPN di Kota Padang lebih sedikit dibanding daerah lain maupun terhadap SMP 

swasta di Kota Padang. Data sumberdaya SMPN di Kota Padang dan 

perbandingan dengan daerah lain di Sumatera Barat tersaji pada tabel 1.1.  

 

Tabel 1.1. 

Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Kelas pada Sekolah Menengah Pertama 

Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 

Tahun 2008 

Sekolah Siswa Guru Kelas 
Kabupaten/Kota  

Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta 

Kabupaten                 

01. Kep. Mentawai  5   3  2.850   490   144   43   58   15  

02. Pesisir Selatan  44   1  18.422   58  1.508   12   479   3  

03. S o l o k  46   2  13.024   230  1.145   30   404   9  

04. Sijunjung  39   1  7.846   63   626   14   223   3  

05. Tanah Datar  42   2  11.746   576  1.183   50   415   20  

06. Padang Pariaman  41   3  18.713   400  1.480   70   476   15  

07. A g a m  46   4  14.886   341  1.467   74   485   14  

08. 50 Kota  40   3  11.369   170  1.090   42   381   9  

09. P a s a m a n  33   1  9.190   27   789   13   273   3  

10. Solok Selatan  16   1  5.238   78   361   16   742   2  

11. Dharmasraya  25  - 6.365  -  518  -  241  - 

12. Pasaman Barat  26   8  12.526   620   767   105   309   24  

                 

Kota                 

71. P a d a n g  35   43  28.944  8 659  2.126   891   687   368  

72. S o l o k  6  - 3.526  -  297  -  104  - 

73. Sawahlunto  7   2  2.487   165   266   29   82   8  

74. Padang Panjang  5   5  2.272   682   239   107   65   41  

75. Bukittinggi  8   3  5.229   546   333   57   134   17  

76. Payakumbuh  9   4  5.417   746   457   64   144   25  

77. Pariaman  9  - 4.656  -  355  -  121  - 

                  

Jumlah  482   86  184 706  13 851  15 151  1 617  5 823   576  

Sumber : BPS Sumatera Barat (2009) dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

               Propinsi  Sumatera Barat 

Penyerapan sumberdaya siswa diindikasikan oleh jumlah siswa SMPN di 

Kota Padang mencapai 28.944 orang. Jumlah ini jauh melampaui siswa SMPN di 

daerah lainnya maupun SMP swasta di Kota Padang. Begitupula dengan 
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sumberdaya guru, SMPN di Kota Padang memiliki jumlah guru terbanyak, yaitu 

2.126 orang. Angka yang secara substansial lebih tinggi daripada jumlah guru 

swasta di Kota Padang sebanyak 891 orang. Begitupula dibandingkan di daerah 

lainnya seperti Pesisir Selatan yang berada pada peringkat kedua dengan jumlah 

guru SMPN sebanyak 1.508 orang. 

Penyerapan sumberdaya fisik berupa ruang kelas, SMPN di Kota Padang 

memiliki total ruang kelas terbanyak kedua yaitu 687 unit. Jumlah ini hanya 

terpaut tipis dari Kabupaten Solok Selatan yang berada pada peringkat pertama 

dengan 742 ruang kelas. Namun jauh lebih tinggi daripada peringkat ketiga yaitu 

Kabupaten Agam dengan 485 ruang kelas.  

Analisis efisiensi pendidikan pada SMPN berkaitan dengan penggunaan 

input untuk mencapai output pendidikan. Penggunaan input atau sumberdaya 

untuk penyediaan layanan pendidikan SMPN di Kota Padang dengan menggu-

nakan indikator dasar pendidikan mengungkapkan sejumlah temuan penting. 

Pertama, indikator rasio siswa-sekolah SMPN di Kota Padang mencapai 827 

merupakan yang terbesar. Angka ini sangat mencolok bila dibandingkan daerah 

lainnya ataupun dengan rata-rata rasio siswa-sekolah SMPN di Sumatera Barat 

sebesar 383. Sebagaimana terlihat dari indikator dasar pendidikan SMP di 

Sumatera Barat yang tersaji pada tabel 1.2. 

Kedua, rasio siswa-sekolah yang besar harus diikuti oleh ketersediaan 

sumberdaya manusia berupa guru. Jumlah guru yang memadai diindikasikan oleh 

rasio siswa-guru yang relatif kecil. Rasio siswa-guru SMPN di Kota Padang yaitu 

sebesar 14 tergolong belum memadai. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata 
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propinsi sebesar 12. Sebanyak 13 dari 18 daerah lainnya memiliki rasio siswa-

guru yang lebih kecil.  

Tabel 1.2.  

Rasio Siswa-Sekolah, Siswa-Guru dan Siswa-Kelas  pada Sekolah Menengah 

Pertama Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat  

Tahun 2008 

Siswa-Sekolah Siswa-Guru Siswa-Kelas 

Kabupaten/Kota  Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta 

Kabupaten            

01. Kep. Mentawai 570 163 20 11 49 33 

02. Pesisir Selatan 419 58 12 5 38 19 

03. S o l o k 283 115 11 8 32 26 

04. Sijunjung 201 63 13 5 35 21 

05. Tanah Datar 280 288 10 12 28 29 

06. Padang Pariaman 456 133 13 6 39 27 

07. A g a m 324 85 10 5 31 24 

08. 50 Kota 284 57 10 4 30 19 

09. P a s a m a n 278 27 12 2 34 9 

10. Solok Selatan 327 78 15 5 7 39 

11. Dharmasraya 255 0 12 0 26 0 

12. Pasaman Barat 482 78 16 6 41 26 

            

Kota            

71. P a d a n g 827 201 14 10 42 24 

72. S o l o k 588 0 12 0 34 0 

73. Sawahlunto 355 83 9 6 30 21 

74. Padang Panjang 454 136 10 6 35 17 

75. Bukittinggi 654 182 16 10 39 32 

76. Payakumbuh 602 187 12 12 38 30 

77. Pariaman 517 0 13 0 38 0 

              

Jumlah 383 161 12 9 32 24 

Sumber : BPS Sumatera Barat (2009) dari Dinas Pendidikan, Pemuda     

              dan Olahraga  Propinsi Sumatera Barat (diolah) 

 

Ketiga, tantangan terbesar dalam penyediaan sumberdaya persekolahan 

untuk SMPN di Kota Padang adalah jumlah ruang kelas. Hal ini tergambar dari 

rasio siswa-kelas pada SMPN di Kota Padang sebesar 42. Angka ini jauh melebihi 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan Kementerian Pendidikan 

Nasional yaitu maksimal 32 orang per kelas. Rasio siswa-kelas pada SMPN di 
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Kota Padang juga melebihi rata-rata propinsi yang mencatat rasio sama dengan 

SNP yaitu sebesar 32. 

Keterbatasan sumberdaya persekolahan antar SMPN di Kota Padang 

dalam penyediaan layanan pendidikan turut mempengaruhi munculnya ketimpa-

ngan layanan pendidikan. Ketimpangan layanan pendidikan pada jenjang SMPN 

di Kota Padang tercermin dari nilai rata-rata Ujian Nasional (UN). Pada satu sisi 

secara keseluruhan, nilai rata-rata UN SMP di Kota Padang yaitu sebesar 31,23 

berada pada peringkat 2 secara propinsi. Peringkat pertama ditempati secara Kota 

Bukittinggi dengan nilai rata-rata 31,95. (Antara Sumbar, 2009a).  

Peringkat nilai UN secara propinsi pada 2009 hanya terkonsentrasi pada 

dua SMPN yaitu SMPN 1 dan SMPN 8 Padang. Kedua SMPN ini masing-masing 

berada pada peringkat kedua dan ketiga dari 10 besar rata-rata UN sekolah se-

Sumatera Barat (Antara Sumatera Barat, 2009b). Dominasi kedua sekolah bahkan 

terlihat dari 12 peserta UN terbaik pada tingkat Propinsi Sumatera Barat. Enam 

siswa berasal dari SMP Negeri 1 Padang dan 4 (empat) siswa dari SMPN 8 

Padang. Selainnya, masing-masing 1 (satu) siswa dari SMPN 5 dan SMPN 7 

Padang (Antara Sumbar, 2009c).  

 Bila dicermati pada tingkat Kota Padang, SMPN mendominasi 10 besar 

nilai UN SMP (padangkini.com., 2008). Tujuh dari 10 besar peringkat UN 

merupakan SMPN. Secara lengkap berturut-turut yaitu : SMPN 1, SMP DEK, 

SMPN 8, SMPN 7, SMPN 2, SMPN 12, SMP Maria, SMPN 25, SMPN 15, dan 

SMP Adabiah.   
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 Kualitas input SMPN telah mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah 

Kota Padang karena diyakini berpengaruh terhadap kualitas output. Dalam 

Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Daerah (RIPPDA) Kota Padang Tahun 

2010-2019 diungkapkan sejumlah permasalahan penggunaan input SMP di Kota 

Padang. Pertama, rendahnya kualifikasi guru. masih terdapat 32 persen guru yang 

belum berkualifikasi S1/D-IV. Kualitas guru berkaitan pula dengan pengalaman 

mengajar dan upaya peningkatan kapasitas serta kompetensi keguruan dalam 

menggunakan metode dan pendekatan yang tepat dalam proses pembelajaran.   

 Kedua, infrastruktur dasar sekolah yang tidak memadai terutama ruang 

kelas. Pada tahun 2008, dari 908 ruang kelas di SMP Kota Padang sebanyak 127 

unit atau 14 persen berada pada kondisi rusak. Kondisi infratruktur diperburuk 

oleh bencana gempa bumi pada 30 September 2009. Tercatat ruang kelas yang 

rusak menjadi 428 atau 47,14 persen bahkan 165 unit tidak layak digunakan.  

Ketiga, masih cukup jauhnya capaian penuntasan wajib belajar 9 tahun. 

Kondisi ini diindikasikan oleh angka Partsipasi Kasar (APK) SLTP di Kota 

Padang masih relatif rendah sebesar 88,28 persen dan Angka Partisipasi Murni 

(APM) sebesar 79,6 persen. Nilai APM mengungkapkan bahwa terdapat sebanyak 

21,4 persen anak usia 13-15 yang tidak bersekolah pada jenjang SMP. 

Aksesibilitas siswa yang rendah dan kondisi sosial ekonomi keluarga yang sulit 

berperan terhadap rendahnya angka partispasi pada SMP. 

Perkembangan politik dan pemerintahan terkini semakin menepatkan 

pentingnya analisis efisiensi antar SMPN di Kota Padang. Pertama, kepemim-

pinan pemerintahan kota Padang yang baru dan dipilih secara langsung, telah 
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meletakkan pembangunan sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan 

sebagai misi utama dalam RPJPD 2004-2020. Misi ini diiringi oleh komitmen dan 

alokasi sumberdaya yang besar untuk penyediaan layanan pendidikan dasar. 

Karena itu, perlu dikaji sejauhmana prinsip efisiensi turut diperhatikan dalam 

pembangunan pendidikan.  

Kedua, tahun 2009 menjadi titik awal dimulainya kewajiban 20 persen 

anggaran pendidikan dalam APBD. Untuk itu, analisis efisiensi dapat menjadi 

sarana evaluasi atas kebijakan alokasi sumberdaya dalam Rencana Strategis 

(Renstra) pembangunan pendidikan 5 tahun sebelumnya. Sekaligus menjadi 

landasan dalam penyusunan kebijakan alokasi sumberdaya pendidikan untuk 5 

tahun berikutnya.  

Ketiga, konteks terkini Kota Padang berkaitan dengan bencana gempa 

yang terjadi pada 30 Sepetember 2009. Kerusakan ragam infrastruktur pendidikan 

termasuk pada jenjang SMP telah direspon dengan besarnya bantuan yang 

mengalir, baik dari pemerintah pusat, tanggungjawab korporasi (corporate social 

responsibilty), maupun masyarakat umum. Banyak bantuan yang diberikan bagi 

proses rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana publik, termasuk 

sekolah-sekolah. Bantuan ini mengharuskan penggunaan dan alokasi sumberdaya 

secara efisien dan efektif antarsekolah. 

Analisis efisiensi SMPN di Kota Padang dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). Pendekatan DEA merupakan 

salahsatu metode yang banyak digunakan untuk menganalisis efisiensi suatu unit 

kegiatan ekonomi (UKE), baik sektor swasta maupun publik. Emrouznejad, 
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Parker, dan Tavares (2008) mengidentifikasi lebih dari 7.000 bibliografi dengan 

kata kunci DEA selama 30 tahun perkembangan penggunaan DEA.  

Sekolah merupakan unit kegiatan ekonomi yang cukup banyak dikaji 

dengan metode pendekatan DEA. Kajian efisiensi sekolah dengan DEA didasar-

kan atas kemampuannya untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi sekolah 

yang tidak efisien. Hal ini memungkinkan dilakukannya konstruksi kebijakan 

untuk memaksimalkan peningkatan kemajuan pendidikan dan persekolahan 

(Ergulen dan Torun, 2009).  

Waldo (2001) menambahkan bahwa metode estimasi efisiensi dengan 

DEA dapat menangani multi-input dan multi-output dalam model yang sama. Hal 

ini sangat penting untuk mengukur output sekolah. Output sekolah berupa 

‘pengetahuan’ sulit dikuantifikasi dengan ukuran tunggal. Sekolah juga memiliki 

beberapa (dua atau lebih) tujuan yang ingin dicapai pada saat bersamaan.  

Lebih lanjut, Kirjavainen dan Loikkanen (1998) menjelaskan bahwa 

permasalahan umum dalam pengukuran kinerja layanan sektor publik adalah 

kurangnya harga pasar yang dapat digunakan sebagai timbangan (weights). 

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan DEA karena tidak 

dibutuhkannya timbangan pada variabel input dan output. Hal ini menjadi alasan 

digunakannya metode ini dengan sangat luas termasuk dalam analisis efisiensi 

sekolah. 

Analisis efisiensi sekolah dengan menggunakan metode DEA telah 

menarik minat peneliti-peneliti di berbagai negara. Tidak demikian halnya di 

Indonesia. Penelitian tentang efisiensi pendidikan dengan unit analisis pada 
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sekolah masih relatif terbatas. Diantaranya studi Muh. Ikhwan tentang efisiensi 

Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Semarang (2004). Selain itu adalah kajian 

Bank Dunia (2009) tentang efisiensi pendidikan pada 10 kabupaten/kota terpilih 

dari berbagai propinsi di Indonesia. Sejauh penelusuran, belum terdapat analisis 

efisiensi layanan pendidikan untuk kabupaten/kota di Sumatera Barat, terlebih 

khusus untuk SMPN di Kota Padang.  

Berdasarkan latarbelakang yang telah dikemukakan, maka menarik untuk 

diteliti tentang efisiensi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota 

Padang. Selanjutnya dituangkan dalam tesis berjudul : “Analisis Efisiensi Antar 

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Padang : Metode 

Pendekatan Data Envelopment Analysis ” 

 

1.2. Rumusan Masalah  

 Peningkatan layanan pendidikan dasar menempati prioritas dalam 

kebijakan pembangunan Indonesia dalam satu dekade terakhir. Penyediaan 

kuantitas dan kualitas layanan pendidikan dasar merupakan amanat konstitusional 

yang didukung oleh landasan teoritik dan empirik. Peningkatan layanan 

pendidikan diwujudkan dengan dukungan undang-undang yang memuat 

kewajiban penyediaan layanan pendidikan dasar, kewajiban alokasi anggaran 

pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD serta perluasan wajib belajar menjadi 

9 tahun.  

Pada saat bersamaan, diterapkan desentralisasi fiskal yang bertumpu pada 

pemerintah kabupaten/kota. Konsekuensinya, terjadi peningkatan kewenangan dan 
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tanggungjawab penyediaan layanan pendidikan dasar secara drastis pada 

pemerintah kabupaten/kota. Namun belum diiringi dengan kapasitas dan tata 

kelola pemerintah kabupaten/kota secara memadai. Kondisi ini dikhawatirkan 

memunculkan ketidakefisienan dalam layanan pendidikan dasar.  

 Penelitian ini melakukan analisis efisiensi layanan pendidikan dasar di 

Kota Padang. Alasan dipilihnya Kota Padang, yaitu : komitmen pemerintah daerah 

yang tinggi pada penyediaan layanan pendidikan dasar, adanya kesepakatan 

pemerintah daerah-propinsi-pusat dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun, dan 

posisi Kota Padang sebagai penyerap terbesar atas sumberdaya SMP di propinsi 

Sumatera Barat.  

 Analisis efisiensi layanan pendidikan dasar Kota Padang dibatasi pada 

SMPN. Pertimbangan yang digunakan yaitu: pertama, penentuan kebijakan 

pendidikan pada SMPN berada pada Dinas Pendidikan Kota Padang yang 

didelegasikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Dibandingkan pengambilan 

kebijakan dilakukan oleh pengurus atau pimpinan yayasan pada SMP swasta, 

sedangkan pada MTSN penentuan kebijakan dilakukan oleh Kantor Wilayah 

Kementerian Agama.  

Kedua, SMPN di Kota Padang merupakan merupakan penyerap 

sumberdaya terbesar dalam jumlah siswa, jumlah guru dan ruang kelas. Padahal 

jumlah SMPN lebih sedikit daripada SMP swasta di Kota Padang maupun daerah 

lain di Sumatera Barat. Hal ini berdampak pada efisiensi SMPN. Indikator dasar 

pendidikan pada SMPN di Kota Padang memperlihatkan bahwa rasio siswa-
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sekolah, rasio siswa-kelas, maupun rasio siswa-guru di Kota Padang mengalami 

kelebihan kapasitas (overload).  

Ketiga, realitas sumberdaya SMPN di Kota Padang mempengaruhi 

kualitas output. Kualitas output terlihat mengalami ketimpangan yang tercermin 

dari rata-rata nilai UN yang hanya terkonsentrasi pada sedkit SMPN Output 

SMPN di Kota Padang dipengaruhi pula oleh kualitas input yang ditandai oleh 

rendahnya kualifikasi guru dan minimnya pengalaman guru dalam metode dan 

pendekatan pembelajaran. Kualitas input terlihat pula pada infrastruktur berupa 

ruang kelas yang rusak. Terlebih pula tantangan berupa APK SMP/MTS sebesar 

88,28 persen dan APM sebesar 79,6 persen.  

 Analisis efisiensi pendidikan dasar terutama pada SMPN semakin penting 

pula dengan didukung sejumlah fakta aktual dari sisi politik dan pemerintahan 

Kota Padang.  

Pendekatan DEA merupakan salahsatu metode yang banyak digunakan 

untuk menganalisis efisiensi layanan publik termasuk efisiensi sekolah karena 

sejumlah keunggulan yang dimilikinya. Pendekatan DEA untuk efisiensi sekolah 

banyak digunakan oleh peneliti di berbagai negara, namun masih relatif terbatas 

digunakan di Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, tesis ini 

berupaya menjawab masalah penelitian yang dapat dinyatakan sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah tingkat efisiensi antar SMPN di Kota Padang pada tahun 

pelajaran 2008/2009 yang diestimasi dengan metode pendekatan Data 

Envelopment Analysis (DEA)?  
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b. Bagaimanakah potensi peningkatan efisiensi bagi SMPN yang tidak efisien di 

Kota Padang pada tahun pelajaran 2008/2009?  

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian. 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tesis ini 

bertujuan, sebagai berikut : 

a. menganalisis tingkat efisiensi antar SMPN di Kota Padang pada tahun 

pelajaran 2008/2009 dengan menggunakan metode pendekatan Data 

Envelopment Analysis (DEA). 

b. menganalisis potensi peningkatan efisiensi bagi SMPN yang tidak efisien.  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sejumlah 

pihak, yaitu: 

a. bagi pemerintah daerah Kota Padang, terutama pengambil kebijakan di Dinas 

Pendidikan dan pimpinan SMPN di Kota Padang, sebagai landasan dalam 

pengambilan kebijakan untuk manajemen pendidikan dengan 

mengindentifikasi dan mengkuantifikasi sekolah-sekolah tidak efisien. Hasil 

studi ini dapat menjadi informasi berharga bagi pengambil kebijakan dalam 

mengimplementasikan, memonitoring dan mengevaluasi kebijakan untuk 

meningkatkan kualitas dan memajukan sekolah, serta memeratakan kualitas 

sekolah secara khusus dan kualitas pendidikan secara umum. 

b. Penelitian ini menambah dan memperkaya kajian akademis yang diharapkan 

berguna bagi peneliti-peneliti lainnya yang meminati studi-studi tentang 

efisiensi secara umum, dan efisisensi sekolah dan pendidikan secara khusus. 
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c. Bagi peneliti, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akademis 

sekaligus sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Magister Ilmu Ekonomi 

dan Studi Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.  

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS 

  

 Bab ini terdiri dari tiga sub-bab yaitu tinjauan pustaka, penelitian terdahulu 

dan kerangka pemikiran teoritis. Tinjauan pustaka diawali dengan uraian tentang 

konsep efisiensi yang menjelaskan definisi, pengukuran, keunggulan dan kelema-

han metode pendekatan DEA dibandingkan dengan berbagai teknik pengukuran 

efisiensi lainnya, teknik pengukuran efisiensi dengan metode DEA, pemilihan 

model dan uji sensitivitas DEA. Selanjutnya dikemukakan tinjauan pustaka 

tentang pendidikan sebagai barang publik dan determinan efisiensi sekolah. 

 Sub-bab kedua menyajikan hasil penelitian terdahulu. Input dan output 

persekolahan yang digunakan pada penelitian terdahulu dibahas secara mendaam. 

Tujuannya yaitu menentukan input dan output yang tepat dalam menyusun model 

efisiensi. Konteks persekolahan di Indonesia dan ketersediaan data menjadi 

pertimbangan dalam memilih input dan output. Sub-bab kedua ditutup dengan 

penjelasan tentang posisi penelitian. Posisi penelitian menegaskan keterkaitan dan 

beberapa pengembangan pada penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu.  

Pada sub-bab ketiga disajikan kerangka pemikiran teoritis penelitian. 

Tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu menjadi dasar untuk merumuskan 

kerangka pemikiran teoritis yang disajikan dalam bentuk skema.  
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2.1. Tinjauan Pustaka. 

2.1.1. Efisiensi : Definisi, Pengukuran dan Teknik Pengukuran dengan Data 

Envelopment Analysis (DEA) 

2.1.1.1. Definisi Efisiensi 

 Pemikiran tentang efisiensi menempati posisi sentral sebagai prinsip dasar 

dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi bahkan muncul dari pemikiran tentang upaya 

melakukan efisiensi untuk mencapai kesejahteraan. Berdasarkan definisi ilmu 

ekonomi, prinsip efisiensi menjadi syarat penting dalam menghadapi permasala-

an kelangkaan sumber daya dan pemenuhan berbagai kebutuhan.  

 Bagi sebagian besar orang, efisiensi bermakna memproduksi hasil yang 

diinginkan dengan meminimumkan upaya atau biaya. Sinonim dengan itu adalah 

meminimumkan upaya pemborosan dengan menghindari hasil produksi yang tidak 

berguna (Hyman, 2005).   

 Dalam ilmu ekonomi, efisiensi produksi berkaitan dengan cara mengguna-

kan input untuk menghasilkan output. Untuk itu, suatu unit ekonomi misalkan 

perusahaan, akan berusaha untuk mengatur sumberdaya yang dimilikinya. 

Alternatifnya yaitu dengan membeli input dalam jumlah yang lebih banyak atau 

lebih sedikit, membeli input jenis lain, atau menggabungkan beberapa jenis input 

dengan porsi yang berbeda-beda. Tujuannya adalah memaksimalkan output. Jika 

tidak bisa, perusahaan akan berusaha untuk menggunakan sumberdaya seefisien 

mungkin agar bisa menghasilkan output yang lebih banyak dengan menggunakan 

input yang sama banyaknya (Caporaso dan Levine, 2008) 
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 Nicholson (1995) menjelaskan bahwa efisiensi dalam produksi pada satu 

pasar dapat dianalisis dengan menggunakan konsep batas kemungkinan produksi. 

Efisiensi tercapai manakala suatu sistem ekonomi yang berada pada kurva 

kemungkinan produksi mengalokasikan sumberdayanya dengan efisien. Suatu 

sistem perekonomian dimisalkan menggunakan dua input tetap yaitu modal (K) 

dan tenaga kerja (L), untuk menghasilkan dua barang yang berbeda yaitu X dan Y. 

Sistem perekonomian tersebut akan beroperasi secara efisien jika tidak memung-

kinkan lagi baginya untuk merealokasikan input sedemikian rupa sehingga output 

X dapat ditingkatkan dengan tetap menjaga output Y konstan.  

Alat analisis yang berguna untuk menelaah masalah efisiensi adalah 

diagram kotak Edgeworth dan kurva batas kemungkinan produksi. Alternatif 

output X dan Y yang dapat dihasilkan dengan penggunaan sejumlah K dan L 

tertentu dalam diagram kotak Edgeworth dapat digunakan sebagai informasi untuk 

menentukan tingkat produksi yang efisien melalui kurva batas kemungkinan 

produksi.  

 Lebih lanjut, Nicholson (1995) menjelaskan tentang konsep efisiensi 

ekonomi. Efisiensi ekonomi yaitu alokasi sumberdaya yang secara teknis efisien, 

dimana kombinasi output sekaligus mencerminkan kepentingan masyarakat luas.  

Konsep ini muncul dari pemikiran bahwa produksi yang efisien secara teknis 

mungkin sama sekali tidak dikehendaki jika yang dihasilkan adalah kombinasi 

barang yang tidak tepat. Sebagai contoh, sistem perekonomian yang menyediakan 

sumberdaya besar untuk kepentingan yang tidak bermanfaat, seperti pendirian 
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monumen atau patung kepala negara yang sedang berkuasa, mungkin tidak 

dikehendaki meskipun dibangun dengan menggunakan sumberdaya secara efisien. 

Caporaso dan Levine (2008) menjelaskan lebih lanjut, bahwa efisiensi 

ekonomi merupakan efisiensi bagi sebuah kelompok daripada sekedar bagi 

individu. Kriteria efisiensi ekonomi dikembangkan ekonom Italia, Vilfredo Pareto 

(1848-1923), yang dikenal dengan kriteria Pareto optimal. Kriteria ini 

menghasilkan definisi efisiensi yang diakui secara luas.  

Efisiensi adalah kriteria normatif untuk mengevaluasi pengaruh 

penggunaan sumberdaya terhadap kesejahteraan individu. Pada kondisi efisiensi 

pareto, tidak memungkinkan lagi untuk mengubah metode produksi, kombinasi 

barang yang diproduksi, atau besarnya sektor swasta ataupun publik dalam usaha 

untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang atau kelompok tanpa merugikan 

orang atau kelompok lainnya. Jika perubahan itu masih dimungkinkan maka 

kondisi tersebut belumlah efisien dan peningkatan efisiensi masih diperlukan  

Pemenuhan kriteria efisiensi dalam alokasi sumberdaya dapat dipahami 

pula dengan analisis manfaat dan biaya. Hyman (2005) menngungkapkan bahwa 

tingkat kegiatan ekonomi yang efisien tercapai pada titik perpotongan antara 

manfaat sosial marjinal (marginal social benefit) dengan biaya sosial marjinal 

(marginal social cost). Kuantitas yang efisien per periode waktu berhubungan 

dengan titik dimana output meningkat sedemikian rupa, sehingga jumlah manfaat 

marjinal konsumen sama dengan biaya sosial marjinal terhadap suatu barang.  

 Perkembangan yang luas dalam memahami konsep efisiensi terlihat dari 

paparan yang telah dikemukakan. Berdasarkan  sifatnya, efisiensi dapat dibedakan 
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menjadi efisiensi teknis, efisiensi ekonomi dan efisiensi alokasi. Hubungan ketiga 

konsep efisiensi ini diuraikan lebih lanjut oleh Fried et.al. (2008). Efisiensi 

ekonomi memiliki komponen teknikal dan alokatif. Komponen teknikal mengacu 

pada kemampuan untuk menghindari pengham-buran, dengan memproduksi 

sebanyak mungkin output dengan menggunakan teknologi dan input yang tersedia 

atau menggunakan sedikit mungkin input dengan teknologi dan produksi output 

tertentu yang disyaratkan.  

 Selanjutnya, Fried et.al. (2008) mengungkapkan bahwa analisis efisiensi 

teknis dapat berorientasi pada penambahan output  atau berorientasi penghematan 

input. Komponen alokatif mengacu pada kemampuan untuk mengkombinasikan 

input dan/atau output dalam proporsi yang optimal yang diterangkan oleh harga 

yang berlaku. Proporsi optimal memenuhi kondisi orde pertama untuk mengatasi 

persoalan optimisasi unit produksi.  

 Ketiga sifat efisiensi tersebut berlaku pada berbagai tingkatan subjek 

produksinya (produser), baik pada tingkatan individu, perusahaan maupun kelom-

pok masyarakat, daerah maupun bangsa atau suatu perekonomian negara.  

2.1.1.2. Pengukuran Efisiensi 

Perusahaan maupun organisasi ekonomi pada hakikatnya senantiasa 

berupaya memenuhi kriteria efisiensi. Pengukuran efisiensi pun mengalami 

perkembangan seiring dengan meningkatnya kebutuhan menilai secara objektif 

kinerja organisasi. Efisiensi menjelma dari konsep teoritik menjadi aplikatif 

Efisiensi telah menjadi bagian penting indikator kinerja suatu organisasi ekonomi. 

Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada (2000) 
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menyatakan bahwa kemampuan untuk mengukur kinerja merupakan salahsatu 

prasyarat bagi manajer atau pimpinan organisasi agar dapat memobilisasi 

sumberdaya secara efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi yang 

dipimpinnya.  

Fried et.al. (2008) menguraikan bahwa perkembangan awal dalam pengu-

kuran efisiensi, yang seringkali menjadi ukuran umum, menyatakan bahwa 

efisiensi merupakan perbandingan antara nilai output dan input yang diobservasi 

dan nilai optimumnya. Pengukuran ini meliputi usaha membandingkan antara 

output yang diobservasi terhadap output potensial maksimum yang dapat dicapai 

dengan input yang digunakan. Dapat pula dengan membandingkan input yang 

diobservasi terhadap input potensial minimum yang dibutuhkan untuk menghasil-

kan output, atau kombinasi keduanya.  

Fried et.al (2008) mengemukakan bahwa pengukuran efisiensi berskala 

rasio tersebut memunculkan tiga permasalahan. Pertama, manakah output dan 

input yang dimasukkan dalam perbandingan?. Kedua, bagaimana melakukan 

pembobotan pada banyak output dan banyak input?. Ketiga, bagaimana 

mendeterminasi potensi efisiensi teknis dan ekonomis produsen?  

Johnes (2004) menguraikan lebih jauh tentang berbagai perkembangan 

pengukuran efisiensi. Ia bertitik tolak dari definisi terkemuka oleh Farrel tentang 

tiga bentuk efisiensi yaitu efisiensi teknis, efisiensi alokatif dan efisiensi ekonomi. 

Sebagaimana diilustrasikan oleh gambar 2.1.  

Dalam konteks pendidikan, perusahaan dapat dianggap seperti sekolah 

yang menghasilkan output berupa jumlah lulusan yang berkualifikasi (y). Input 
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yang digunakan berupa guru ( 1x ) dan siswa ( 2x ). Kurva SS menunjukkan isokuan 

gabungan semua kombinasi 1x  dan 2x  yang efisien dan dapat dipilih sekolah 

untuk menghasilkan output tertentu. Dalam hal ini berupa tingkat pengembalian 

yang konstan (constant returns to scale, selanjutnya disingkat CRS).  

 

Gambar 2.1. 

Pengukuran Efisiensi Teknis dalam Kerangka Berorientasi Input 

. 

Efisiensi teknis (ET) yang dihasilkan pada titik P didefinisikan sebagai 

proporsi input yang digunakan oleh perusahaan dengan kebutuhan aktual untuk 

menghasilkan output yang diobservasi pada titik P, dan dapat dituliskan sebagai :  

OP

OQ
ET =  

Jumlah 1 – ET karenanya menjadi ukuran ketidakefisienan secara teknis, 

dan merupakan proporsi aktual input sekolah yang dapat dikurangi tanpa 

mengurangi tingkat output yang sedang dihasilkan pada titik P.  

Ukuran efisiensi selanjutnya dapat didefinisikan dengan memasukkan 

rasio harga input ke dalam diagram, yang ditunjukkan oleh garis AA’. Garis ini 
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mencerminkan rasio harga antara dua input. Titik Q’ memperlihatkan efisiensi 

teknis dan alokatif (atau harga). Karena itu, kombinasi input yang digunakan 

berada dalam proporsi optimal (minimisasi biaya) pada suatu harga input. Dengan 

alasan tersebut, biaya produksi pada Q’ direpresentasikan juga dengan titik R yang 

berada sepanjang garis AA’, merupakan ukuran efisiensi alokatif (EA) yang 

didefinisikan sebagai :  

OQ

OR
EA =  

Titik Q dan Q’ keduanya merupakan efisien secara teknis, tetapi biaya 

produksi pada Q’ adalah pembagian OR/OQ merupakan biaya pada Q. Sehingga, 

pengurangan dalam biaya produksi (pada harga input tertentu) dapat dicapai 

dengan menggunakan proporsi input efisien-biaya (cost-efficient) yang diwakili 

oleh jarak RQ. 

Akhirnya, efisiensi keseluruhan (overall) atau efisiensi ekonomi total (EO) 

perusahaan didefinisikan sebagai :  

OP

OR
EO =  

Jumlah 1-EO karenanya merupakan ukuran ketidakefisienan, dan jarak RP 

mencerminkan pengurangan biaya produksi yang dapat dicapai oleh perusahaan 

dengan mengalihkan titik produksinya dari P ke titik minimisasi biaya Q’.  

Pendekatan yang diadopsi Farrel (1957) adalah berorientasi input karena 

mencoba untuk menjawab pertanyaan seberapa besar dapat mengu-rangi input-

input secara proporsional tanpa mengubah jumlah output yang diproduksi?. 
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Dengan alur logika yang sama, dapat diajukan pendekatan berorientasi 

ouput yang mencoba menjawab pertanyaan berdasarkan sejumlah input tertentu, 

seberapa banyak output organisasi ekonomi dapat meningkat secara proporsional? 

 

Gambar 2.2. 

Pengukuran Efisiensi Teknis dalam Kerangka Berorientasi Output 

 

Pendekatan orientasi output dalam pengukuran efisiensi diilustrasikan oleh 

gambar 2.2. Dalam kasus ini, sekolah menghasilkan dua output, 1y  dan 2y , dari 

tingkat output tertentu, x. Selanjutnya sekolah, misalkan universitas, menghasilkan 

output misalnya berupa pengajaran ( 1y ) dan penelitian ( 2y ) dari satu input, 

misalnya jumlah jam mengajar dosen (x). Sekolah menghadapi kurva kemung-

kinan produksi ZZ. Selanjutnya, efisiensi teknis yaitu rasio output yang 

diobservasi terhadap output maksimum yang mungkin dicapai, adalah : 

OM

OP
ET =  

Dalam kasus ini, 1-ET sebagai ukuran ketidakefisienan, adalah ukuran 

proporsi output perusahaan yang dapat ditingkatkan (saat mempertahankan rasio 

output yang konstan) tanpa meningkatkan tingkat input yang digunakan pada titik 
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produksi yang diobservasi P. Efisiensi alokatif diidentifikasi dengan mengenalkan 

suatu garis isorevenue, DD’. Titik M adalah efisiensi teknis sekaligus alokatif. 

Karena M memiliki pendapatan yang sama sebagai titik N sepanjang garis DD’, 

efisiensi alokatif dapat diukur oleh :   

ON

OM
EA =  

Titik M and M’ keduanya efisien secara teknis, karena penerimaan dari 

produksi pada N adalah pembagian OM/ON dari penerimaan pada M, dan  

peningkatan dalam penerimaan yang dapat dicapai perusahaan dengan menghasil-

kan proporsi output yang tepat (memaksimalkan penerimaan) adalah jarak MN. 

Oleh karena itu, efisiensi keseluruhan (overall) adalah   

ON

OP
EO =  

dan  produk efisien secara teknis dan alokatif. Selanjutnya, 1-EO adalah ukuran 

ketidakefisienan, dan jarak PN adalah jumlah dimana perusahaan dapat mening-

katkan penerimaannya dengan memindahkan titik produksi yang diobservasi pada 

P ke titik maksimisasi penerimaan di M. Dalam kasus CRS, ukuran efisiensi 

teknis yang dihasilkan dibawah orientasi input dan orientasi output adalah identik. 

Tetapi dengan skala pengembalian variabel (variable return to scale, selanjutnya 

disingkat VRS), ukuran efisiensi antara berorientasi input dengan berorientasi 

output memiliki perbedaan secara umum. 
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2.1.1.3. Perbandingan Pengukuran Efisiensi : Keunggulan dan  Kelemahan 

Metode Data Envelopment  Analysis (DEA).  

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang definisi dan konsep efisisensi 

yang telah dikemukakan, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, “apakah alat 

bagi para peneliti untuk melakukan estimasi secara empiris dari bentuk-bentuk 

efisiensi yang berbeda?”. Secara luas dinyatakan bahwa terdapat dua bentuk 

umum teknik pengukuran efisiensi, yaitu: pertama, parametrik atau regresi berda-

sarkan estimator. Kedua, non-parametrik atau estimator pemrograman secara 

matematis.  

Karakteristik dan dasar pemikiran pada masing-masing teknik dalam 

mengukur efisiensi memiliki perbedaan mendasar dalam konstruksi dan asumsi 

yang melandasinya. Koopmans dalam Widmer dan Zweifel (2008) mengawali 

penjelasannya tentang pengukuran efisiensi dari teori produksi. Pada suatu tingkat 

teknologi tertentu, unit produksi yang efisien tidak dapat menghasilkan output 

yang sama dengan lebih sedikit input. Dengan kata lain, output tidak dapat 

ditingkatkan dengan jumlah input yang sama. Namun, kondisi teknologi yang 

relevan tidak pernah diketahui dalam ilmu ekonomi terapan, sehingga menghadap-

kan para analis untuk lebih banyak menggunakan jumlah input dan output yang 

telah diobservasi. Hal ini memberikan pilihan antara metode parametrik (ekono-

metrik) dan non-parametrik (matematis) pada satu sisi, sedangkan pendekatan 

stokastik dan deterministik pada sisi lainnya. Pilihan metode dan pendekatan serta 

referensi literaturnya disajikan pada tabel 2.1.   
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Tabel 2.1. Overview Spesifikasi Frontier (Batas) Efisien 

 
Non-Parametrik Parametrik 

 

 

Deteministik 

Data Envelopment Analysis (DEA) 

- Charnes, Cooper, Rhodes (1978) 

- Banker, Charnes, Cooper (1984) 

- Fare, Grosskopf, Lovell (1994) 

 

Free Disposal Hull (FDH) 

- Deprins, Simar, Tulkens (1984) 

Corrected/Modified OLS  (COLS) 

- Aigner dan Chu (1968) 

- Richmond (1974) 

 

 

Stokastik 

Stochastic DEA 

- Land et.al. (1993) 

- Olesen dan Petersen (1995) 

Stochastic Frontier Analysis 

(SFA) 
- Aigner, Lovell, Schmidt (1977) 

- Meeusen dan Van den Broeck 

(1977) 

Sumber : Widmer dan Zweifel (2008) 

Hadad et.al (2003) menyatakan bahwa metode parametrik dengan pende-

katan stokastik seperti SFA maupun metode non-parametrik pendekatan stokastik 

seperti DEA memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh suatu frontier 

yang akurat. Namun demikian, kedua metode menggunakan pendekatan yang ber-

beda untuk mencapai tujuan ini. Pendekatan parametrik menghasilkan stochastic 

cost frontier sedangkan pendekatan DEA menghasilkan production frontier. 

Ada keuntungan dan kelebihan dari setiap prosedur. Prosedur parametrik 

untuk melihat hubungan antara biaya, diperlukan informasi yang akurat. Infomasi 

tersebut meliputi harga input dan variabel eksogen lainnya. Dibutuhkan pula 

pengetahuan mengenai bentuk fungsi yang tepat dari frontier dan struktur dari 

suatu on-sided error (jika digunakan). Ditambah dengan syarat berupa ukuran 

sampel yang cukup. Kesimpulan secara statistika (statistical inferences) baru 

dapat diambil bila informasi dan syarat yang dibutuhkan tersebut terpenuhi.  

Adapun pendekatan DEA seperti dinyatakan Kantabutra (2009), tidak 

mensyaratkan spesifikasi parametrik dalam bentuk matematis. Pendekatan DEA 


